
YOGYA (KR) - Mem-

persiapkan kesehatan calon

jemaah haji tidak boleh ter-

halang masa pandemi Covid-

19. Hal itulah yang tetap di-

lakukan Forum Petugas

Kesehatan Haji Indonesia

(FPKHI) DIY yang tetap

mengadakan pembinaan

sesuai program Puskeshaji

meski masih dalam kondisi

pandemi.

Kegiatan tersebut dise-

lenggarakan secara daring

mengusung jargon ‘Manasik

Kesehatan Haji: educate, ed-

ucate dan educate’ pada

akhir pekan kemarin. Dalam

kesempatan tersebut, FP-

KHI DIY bersinergi dengan

Bidang PHU Kemenag DIY

untuk bersama mengawal is-

tithaah kesehatan haji.

Secara khusus, Ketua DPP

FPKHI Ns Turiman meng-

apresiasi kegiatan rutin FP-

KHI DIY yang diberi nama

‘Manjing Waktu’ tersebut.

Tema ‘Sehat bahagia di masa

tunggu keberangkatan

ibadah haji’ mengajak calon

jemaah untuk selalu sema-

ngat walaupun masih dalam

ketidakpastian keberang-

katan ibadah haji,” kata Ns

Turiman.

Kabid PHU Kanwil Ke-

menag DIY H Ahmad Fauzi

SH MAmenjelaskan, walau-

pun belum ada pengumu-

man resmi penyelenggaraan

ibadah haji, jemaah diimbau

selalu mengikuti update in-

formasi dan aktif dalam

kegiatan manasik haji

maupun manasik kesehatan

untuk haji sehat haji mabrur

yang mandiri.

Kegiatan yang dipandu

Retno Murniati SST dari

RSJ Grhasia Yogyakarta

tersebut menghadirkan se-

jumlah narasumber, yakni

Dr Imran Hamdani MKM

selaku penulis buku ‘Ibadah

Haji di Masa Pandemi’yang

berdinas di Puskeshaji, dr

Muntafiqoh SpS dan Ns

Istiningrum.

“Latihan fisik untuk men-

jaga kebugaran tubuh je-

maah haji dengan membi-

asakan jalan kaki setiap

hari,” kata Dr Imran.
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Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)

Kota Yogya Maryustion Tonang, menje-

laskan pemberian upah yang adil

adalah salah satu kunci untuk mewu-

judkan hubungan industrial yang har-

monis dan meningkatkan kemajuan

perusahaan. “Hal ini tentu akan ber-

dampak positif baik untuk pegawai

maupun bagi perusahaan, seperti me-

ngurangi tingkat turnover karyawan,

dengan kurangnya turnover tentunya

berdampak pada biaya untuk

melakukan rekruitmen, pendidikan

dan pelatihan,” jelasnya, Rabu (16/3).

Sebagai upaya untuk mengingatkan

kembali kewajiban perusahaan terse-

but, Pemko melakukan diseminasi in-

formasi-informasi krusial terkait kete-

nagakerjaan, termasuk pemberi-

tahuan akan penentuan struktur dan

skala upah. Salah satunya berupa

workshop struktur skala upah dengan

melibatkan unsur perusahaan.

Maryustion tak memungkiri masih

adanya kebijakan pengupahan di per-

usahaan yang bertumpu pada upah

minimum tanpa mempertimbangkan

bobot jabatan dari masing-masing

karyawan. “Padahal perlu diketahui,

upah minimun diukur berdasarkan pa-

da kebutuhan hidup layak pekerja la-

jang dengan masa kerja di bawah satu

tahun atau antara 0-12 bulan,” ujarnya.

Upah minimum tersebut, imbuhnya,

belum mencakup kebutuhan pekerja

yang sudah bekerja di atas satu tahun

dan berkeluarga. Hal ini karena peker-

ja yang telah bekerja lebih dari 12 bu-

lan, pengupahan dilakukan dengan

menyusun struktur dan skala upah.

Maryustion membeberkan, dalam

penerapan struktur dan skala upah

telah tertuang pada beberapa aturan

seperti Undang-undang (UU) Nomor

11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja ser-

ta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain itu juga Peraturan Menteri

Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1

Tahun 2017 tentang Struktur dan

Skala Upah. “Bagi perusahaan yang

melanggar aturan tersebut, dapat dike-

nakan sanksi berupa teguran tertulis,

pembatasan kegiatan usaha, penghen-

tian sementara sebagian atau seluruh

produksi, bahkan sampai pembekuan

kegiatan usaha,” urainya.

Dirinya pun berharap, terbangun ko-

mitmen bagi para pemberi kerja untuk

memenuhi ketentuan hukum serta ja-

minan fasilitas-fasilitas penunjang kese-

jahteraan pegawai di lingkungan kerja.

“Semuanya ini tentunya akan bermuara

pada peningkatan produktivitas, kemak-

muran dan kebahagiaan pekerja, kema-

juan dan pertumbuhan perusahaan, ser-

ta terciptanya perkembangan ekonomi

dan pembangunan yang berkeadilan di

Kota Yogya,” katanya.                        (Dhi)-f

WUJUDKAN HARMONISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perusahaan Diharapkan Realisasikan Struktur Skala Upah

YOGYA (KR) - Tren bisnis

skuter atau otoped listrik mulai

marak. Hal ini menjadi sorotan

Komisi B DPRD Kota Yogya-

karta yang membidangi ma-

salah perekonomian. Pemkot

pun didesak segera memiliki

‘big data’ tentang skuter listrik.

Anggota Fraksi Partai Ge-

rindra DPRD Kota Yogyakarta

R Krisma Eka Putra SE, dalam

rapat kerja Komisi B ia

menyampaikan ada dua hal

yang perlu dipahami dalam

menghadapi tren bisnis skuter

listrik ini. “Di satu sisi, ini

merupakan satu terobosan al-

ternatif fasilitas untuk wisa-

tawan, di sisi lain banyak neti-

zen yang mengeluhkan tentang

keberadaannya karena diang-

gap mengganggu lalu lintas

kendaraan dan pejalan kaki,

karena sering kali para penye-

wa ugal-ugalan dan tidak men-

taati peraturan lalu lintas yang berlaku khususnya di

kawasan Tugu, Malioboro dan Titik Nol,” urainya.

Berkaitan dengan hal ini, Pemkot perlu member-

lakukan peraturan yang jelas. Mengacu Peraturan

Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45/2020,

kendaraan berbasis listrik merupakan kendaraan

khusus. Karenanya, kendaraan tersebut harus melin-

tas di jalur khusus atau kawasan tertentu. 

“Sementara dibuat saja dulu semacam MOU dengan

para pelaku usaha. Misalnya, jam berapa boleh berope-

rasi, rute yang boleh atau tidak dilalui, batasan jumlah

penyedia jasa di kawasan Tugu,

Malioboro dan Titik Nol.

Jangan tunggu viral, karena

ada kasus yang terjadi dahulu

baru dibuat peraturan,” tegas-

nya.

Krisma menilai, ketika tidak

ada peraturan yang jelas sejak

awal, jumlah penyedia jasa

akan semakin banyak. Jika su-

dah banyak, akan membentuk

komunitas, dan dapat

dimungkinkan memiliki keku-

atan politik untuk bargaining

dengan pemerintah ketika akan

ditertibkan di kemudian hari.

“Ketika nanti ditertibkan, mere-

ka akan meminta relokasi, sia-

pa yang rugi? Pemkot dan ma-

syarakat Kota Yogya itu sendiri.

Karena pasti akan menggu-

nakan APBD dalam prosesnya,

yang seyogyanya APBD bisa di-

maksimalkan di sektor yang

lain, seperti pendidikan, kese-

hatan dan kesejahteraan sosial,” imbuhnya.

Di samping itu, tidak fair rasanya ketika kita baru sa-

ja merelokasi PKL, lalu ada unit bisnis lain yang di-

jalankan di kawasan Tugu, Malioboro dan Titik Nol tan-

pa peraturan jelas. “Mereka kan sama-sama pedagang,

cuma jenis dagangannya saja yang berbeda. Jika ada

peraturan yang jelas sejak awal, akan mengurangi

dampak negatif di kemudian hari. Jadi perkembangan

bisnis UMKM itu bagus, tetapi berkembangnya suatu

usaha tentu tidak boleh merugikan pihak yang lain,”

katanya. (Dhi)-f

Segera Miliki ’Big Data’ Skuter Listrik

KR-Istimewa 

R Krisma Eka Putra SE
Fraksi Partai Gerindra 

DIRENCANAKAN DIBUKA WAGUB DIY

Pilih Kepengurusan Baru, ICMI DIY Gelar Muswil

YOGYA (KR) - Ikatan Cendikiawan

Muslim Indonesia (ICMI) DIY akan meng-

adakan musyawarah wilayah (Muswil) di

Fakultas Kedokteran UAD pada Sabtu

(19/3). Karena masih dalam situasi pandemi

Covid-19, panitia sepakat untuk mengada-

kan Muswil dengan model hybrid (luring

dan daring). Muswil ICMI DIY dilakukan

dengan mengedepankan protokol kesehatan

(Prokes) secara ketat.

“Salah satu agenda penting dalam

Muswil ICMI kali ini adalah pemilihan pe-

ngurus yang baru. Rencananya Muswil ini

akan dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub)

DIY, Sri Paku Alam X. Selain Wagub DIY,

pada Muswil nanti juga akan ada pengarah-

an dari Ketua ICMI Pusat Arif Satria. Se-

dangkan kedatangan kami ke SKH Kedau-

latan Rakyat selain untuk bersilaturahmi

juga minta dukungan dan doa agar pelak-

sanaan Muswil ICMI bisa lancar,” kata Se-

kretaris Umum Ikatan Cendikiawan

Muslim Indonesia (ICMI) DIY, Wahyudi di-

dampingi Ketua Steering Committee (SC)

Muswil ICMI DIY, Ahmad Charris Zubair,

Dr Akbar Susanto (Ketua ICMI Sleman), Dr

Sri Roviana (Dept Perempuan dan Anak IC-

MI DIY), Eko (Orda Bantul) dan Herwanto

(Orda Kota). Kedatangan mereka diterima

Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat

M Wirmon Samawi SE MIB, didampingi

Imam Satriadi (Direktur Keuangan), Bas-

koro Jati Prabowo (Direktur Produksi) dan

Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rak-

yat Octo Lampito MPd di ruang Dirut, Rabu

(16/3).

Ahmad Charris Zubair mengatakan, da-

lam situasi sekarang keberadaan ICMI me-

miliki peran cukup penting dalam menyuk-

seskan program pembangunan dari peme-

rintah. Menyadari akan hal tersebut ICMI

DIY selalu berupaya memberikan kon-

tribusi baik dalam bentuk pemikiran, pe-

nyampaian ide atau gagasan maupun be-

berapa hal lainnya. Semua itu dilakukan de-

ngan harapan keberadaan ICMI bisa mem-

berikan manfaat bagi masyarakat luas.

Begitu pula dengan kepengurusan IC-

MI DIY yang baru nanti diharapkan bisa

memberikan kontribusi lebih luas bagi

kemajuan masyarakat, bangsa dan ne-

gara. (Ria)-f

YOGYA (KR) - Panitia Kerja mengu-

mumkan tujuh nama pendaftar yang telah

melengkapi persyaratan administrasi pada

tahap pendaftaran Seleksi Calon Rektor dan

Pemilihan Rektor Universitas Gadjah Mada

Periode 2022-2027.

Ketujuh nama tersebut adalah Prof Dr Ali

Agus DAA DEA IPU ASEAN Eng dari

Fakultas Peternakan UGM, Prof Dr Ir

Bambang Agus Kironoto dan Prof Dr Ir

Deendarlianto ST MEng dari Fakultas

Teknik UGM dan Dr Ir Irawadi CES dari

Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Selanjutnya Prof dr Ova Emilia MMed Ed

SpOG (K) PhD dari Fakultas Kedokteran,

Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

UGM, Prof Dr Sigit Riyanto SH LLM dari

Fakultas Hukum UGM, dan Prof drh Teguh

Budipitojo MP PhD dari Fakultas Kedok-

teran Hewan UGM.

“Kami perlu menyampaikan bahwa tahap

Pendaftaran Seleksi Calon Rektor dan

Pemilihan Rektor Universitas Gadjah Mada

Periode 2022-2027 telah terlaksana dengan

baik. Tahap pendaftaran telah diselenggara-

kan pada 24 Januari 2022 sampai dengan 9

Maret 2022 pukul 23.59 WIB,” ungkap Prof

Dr apt Subagus Wahyuono MSc selaku

Ketua Panitia Kerja saat jumpa pers di

Kampus UGM, Rabu (16/3).

Menurut Subagus, pada periode kali ini,

peserta Seleksi Calon Rektor diwajibkan un-

tuk membuat Surat Motivasi dan Narasi

Personal. Persyaratan tambahan ini dibuat

untuk memberikan gambaran yang lebih je-

las tentang motivasi bakal calon dan ke-

mampuannya untuk menjelaskan mengapa

bakal calon merupakan figur yang tepat un-

tuk memimpin UGM dalam lima tahun ke

depan. (Dev)-f

YOGYA (KR) - Kegiatan

optimalisasi percepatan

vaksinasi terus digeber Pol-

da DIY. Saat ini sudah seki-

tar 16.500 vaksinasi sudah

diberikan, termasuk di

Kampus Universitas Cokro-

aminoto Yogyakarta (UCY)

yang ditargetkan 1.500 dosis

untuk Vaksin 1, 2, 3 yang di-

ikuti mahasiswa, karyawan,

dosen dan masyarakat

umum. 

“Vaksinasi dan prokes

merupakan syarat utama

dan mutlak agar pandemi

menurun, saat ini sudah

mulai terasa penurunannya,

di DIY kemarin hanya 850

kasus turun jauh dibanding

minggu lalu, sembuh 1500

orang, dan  meninggal 20

orang menunjukkan penu-

runan signifikan,” ucap Wa-

kapolda DIY, Brigjen Pol R

Slamet Santoso SH SIK saat

melakukan peninjauan pe-

laksanaan vaksinasi, Rabu

(16/3) di Kampus UCY,

Umbulharjo, Yogya.

Wakapolda bersama ja-

jarannya diantaranya Kabid-

dokkes Polda DIY Kombes

Pol dr Is Sarifin SpB, Waka-

polresta Yogya AKBP Fahmi

Arifrianto SH SIK MH MSi

disambut Rektor UCY Dr

Ciptasari Prabawanti SPSi

MSc PhD yang juga menjadi

peserta vaksinasi. 

“Dengan prokes dan vaksi-

nasi harapannya terjadi

penurunan terus sehingga

level PPKM di Yogya bisa

segera turun jadi level 3, 2

atau bahkan 1,” ujarnya.

Disebutkan sinergi Polri

(Polda DIY), TNI, Dinas

Kesehatan dalam vaksinasi

dalam vaksinasi di sekolah/

kampus agar kondusif dan

bisa dilaksanakan Pembe-

lajaran Tatap Muka (PTM).

“Saat ini di DIY, vaksinasi

dosis 1 sudah 100 persen, do-

sis 2 mencapai 98 persen,

dan dosis 3 di urutan ke-3

nasional mencapai 15,6

persen, serta lansia 85

persen,” jelas Wakapolda

Sedang Rektor UCY me-

nyatakan dengan vaksinasi

di kampus ini maka maha-

siswa, staf, dosen dan ma-

syarakat sekitarnya sudah

komplit menjalani vaksinasi

dan terbentuk herd immuni-

ty (kekebalan kelompok). 

(Vin)-f

YOGYA (KR) - Struktur skala upah yang diatur oleh pe-
merintah dinilai mampu mewujudkan hubungan industrial
yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Oleh karena itu
perusahaan diharapkan mampu merealisasikan hal terse-
but kepada para karyawannya.

KR-Franz Boedisoekarnanto

Panitia Muswil ICMI DIY saat bersilaturahmi dengan Direktur Utama PT BP KR

M Wirmon Samawi SE MIB.

JELANG RAMADAN, FOKUS TATA KEINDAHAN SUARA

Masjid di Yogya Tak Pernah Langgar SE Menag
YOGYA(KR) - Masjid di Kota Yogya

dipastikan tidak pernah melanggar

surat edaran (SE) Menteri Agama

(Menag) terkait penggunaan pengeras

suara. Hal ini karena berdasarkan hasil

pengukuran suara, tidak ada yang

melebihi 100 desibel (db) seperti batas

maksimal yang ditentukan.

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Yogya Nur Abadi, menjelaskan

aturan terkait penggunaan pengeras

suara di masjid dan musala sebenarnya

sudah ada sejak tahun 1974. “Tetapi

aturan itu tidak sedetail yang sekarang.

Kalau dulu batasannya jangan sampai

mengganggu lingkungan, sekarang

diperinci sampai maksimal 100 db itu,”

jelasnya di sela sosialisasi SE Menag

Nomor 5/2022 di Masjid Pangeran

Diponegoro kompleks Balaikota Yogya,

Rabu (16/3).

Sosialisasi tersebut merupakan kerja

sama Kementerian Agama Kota Yogya

dengan Baznas Kota Yogya. Sasarannya

ialah para takmir masjid yang ada di

Kota Yogya. Jumlah masjid di Kota

Yogya tercatat sebanyak 548 masjid.

Nur Abadi menambahkan, saat SE

Menag 5/2022 diberlakukan sejak Fe-

bruari lalu, tidak ada perubahan yang

signifikan. Pasalnya, kekuatan suara

dengan mikropon luar yang digunakan

masjid di Kota Yogya masih jauh di ba-

wah 100 db. “Sampai hari ini tidak ada

penolakan sama sekali. Takmir hanya

mencari penjelasan ke kami mengukur

100db itu seperti apa. Ternyata selama

ini di kota tidak sampai pada 100db dan

tidak ada persoalan,” tandasnya.

Oleh karena itu, pada sosialisasi kali

ini justru lebih menekankan pada tata

keindahan suara. Terutama dalam

menyambut datangnya bulan suci

Ramadan agar suasana peribadahan se-

makin menentramkan masyarakat.

Harapannya ketika malam takbiran,

penggunaan pengeras suara luar hanya

sampai pukul 22.00 WIB. Sedangkan

selebihnya menggunakan pengeras

suara dalam.

Kepala Baznas Kota Yogya Syamsul

Azhari, menambahkan penataan

akustik yang baik sangat menentukan

keindahan suara yang dihasilkan.

Pihaknya pun telah bekerja sama de-

ngan Dewan Masjid Indonesia (DMI)

untuk membantu takmir masjid dalam

menata akustik. “Kami juga memiliki

armada mobile untuk membantu

masjid memperbaiki speaker yang

rusak,” katanya.

Sementara Wakil Walikota Yogya

Heroe Poerwadi, mengaku SE Menag

tersebut tidak ada sesuatu yang berbeda

dari yang selama ini sudah dilakukan.

Justru aturan tersebut merupakan pe-

nguatan agar kualitas suara semakin

bagus dan menghasilkan keindahan da-

lam siar Islam. (Dhi)-f

Polda DIY - UCY 
Percepat Vaksinasi Menuju Kuliah PTM

KR-Juvintarto 

Rektor UCY turut menerima vaksinasi dengan di-

saksikan Wakapolda DIY, Kabiddokkes Polda DIY,

dan Wakapolresta Yogya.

Manasik Kesehatan Haji Sepanjang Waktu
Sehat Bahagia di Masa Tunggu Keberangkatan

SELEKSI CALON REKTOR UGM

Panja Umumkan 7 Nama Pendaftar


